
  

 
 

 
 

 

BUPATI TANAH LAUT 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 
NOMOR  22 TAHUN 2016 

 
TENTANG  

 
DOKUMEN KONFIRMASI POSITIF ATAS PENYALURAN DANA-DANA                                                         

TRANSFER DARI  REKENING KAS UMUM DAERAH(RKUD) KE REKENING KAS DESA 
 

BUPATI TANAH LAUT, 
 

Menimbang :  a.         bahwa dalam rangka tata kelola pertanggungjawaban 
Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian Dari Hasil Pajak 
Desa (HPDesa), Bagian Dari Hasil Retribusi Desa (HRDesa), 
Dana Desa Dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada 
Desa perlu dilakukan Mekanisme Konfirmasi Penyalurannya 
sebagai bahan pertanggungjawaban Bendahara PPKD;  

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a,  perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah 
Laut tentang Dokumen Konfirmasi Positif atas Penyaluran 
Dana-Dana Transfer dari Rencana Kas Umum Daerah (RKUD) 
ke Rekening Kas Desa; 

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Penetapan 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat 

II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan 
mengubahUndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); 
 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

5. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5694); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentangPengelolaanKeuanganDesa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

11. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tatacara 
Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, 
dan Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 
kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 
2015 Nomor 4); 

 

MEMUTUSKAN   : 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANGDOKUMEN KONFIRMASI 
POSITIF ATAS PENYALURAN DANA-DANA TRANSFER DARI 
REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD) KE REKENING KAS 
DESA. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

DalamPeraturanBupatiini yang dimaksuddengan : 

 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintah Daerah adalahpenyelenggara urusan Pemerintahan oleh 
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Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut 
azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanah Laut dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut. 

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

6. Camata dalah Camat dalam Kabupaten Tanah Laut. 

7. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Tanah Laut. 

8. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tanah Laut. 

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 

12. Keputusan Kepala Desa adalah  Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa 
yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa 
maupun Peraturan Kepala Desa.  

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan desa. 

15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan 
yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

19. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 

20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat 
PKPKD adalah Kepala Desa yang karena Jabatannya mempunyai Kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.  

21 Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat 
PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk 
melaksanakan pengelolaan keuangan desa. 

22. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya. 

23. Bendahara adalah unsur staf secretariat desa yang membidangi urusan 
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administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. 

24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan 
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan. 

25. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatandesa 
yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. 

26. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui 
rekening kas desa. 

27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan 
belanja desa. 

28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan 
belanja desa. 

29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran.  

30. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa. 

31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD 
adalah merupakan dokumen pelaksanaan anggaran DPPKA Kabupaten Tanah 
Laut selaku Bendahara Umum Daerah. 

32. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanah 
Laut yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai Bendahara Umum Daerah. 

33. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

 

BAB II 
DOKUMEN KONFIRMASI POSITIF 

 

Pasal2 
 

1. Penyaluran dana-dana transfer akan dilakukan paling lambat 7 (tujuh)hari 
kerja, terhitung sejak berkas diterima dalam keadaan lengkap. 

2. Karena proses pembulatan, maka kelebihan atau kekurangan penyaluran 
dana per desa akan diperhitungkan atau dikompensasikan pada penyaluran 
tahap-tahap selanjutnya . 

3. Bendahara berhak tidak menyalurkan apabila tidak memenuhi persyaratan 
yang sudah ditetapkan . 

 

Pasal3 
 

1. Dalam rangka penyaluran dana-dana transfer dari RKUD ke Rekening Kas 
Desa, Kepala Desa menyampaikan dokumen konfirmasi positif penerimaan 
kepada Bupati melalui Bendahara PPKD paling lambat tanggal 10 Januari 
tahun anggaran berikutnya, sebagai bukti pembayaran sekaligus sebagai 
bahan pertanggungjawaban Bendahara PPKD. 

2. Format dokumen konfirmasi positif penerimaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terlampir dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini, 

 

 

BAB III 
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KETENTUAN PENUTUP 

Pasal4 
 

 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut 
Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian 
dari Hasil Pajak Desa, hasil Retribusi Desa, Dana Desa dan Bantuan Keuangan 
Bersifat Khusus kepada Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi 

 

 

Pasal5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini  dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

         

Ditetapkan di Pelaihari 
pada tanggal 28 April 2016 

  

BUPATI TANAH LAUT, 
 

ttd 
 
 

H. BAMBANG ALAMSYAH 
 

Diundangkan di Pelaihari 
pada tanggal 28 April 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANAH LAUT 
 
           ttd 

 
H. ABDULLAH 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016NOMOR 22 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



6 

 

  

   

Lampiran Peraturan Bupati Tanah 
Laut 

   
Nomor   : 22 Tahun 2016 

 

   
Tanggal  :28 April 2016 

 

KOP. DESA 

 

 
   

 KONFIRMASI POSITIF 
 Realisasi penerimaan Dana Transfer ke Desa TA ….. 
 

     

 

Kami, yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan telah menerima dana-dana selama tahun 
....… dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan rincian sebagai berikut : 

 

     

 
Desa               : 

   

 
No. Rek. Desa : 

   

     
1 Dana Desa 

Jumlah Dana yang 
Diterima 

Keterangan 
 

  Tahap I     
 

  Tahap II     
 

Jumlah     
 

2 
ADD, Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi 

    
 

  Tahap I     
 

  Tahap II     
 

Jumlah     
 

3 Dana-Dana Lain (apabila ada)     
 

  ……………….     
 

  ……………….     
 

  ……………….     
 

Jumlah     
 

Jumlah Keseluruhan     
 

     

     

  
……………………., …. - ………… - 20.… 

 

     

  
Kepala Desa …………….. 

  

     

     

     

     

  
…………………………….. 

  

     

 

 

   

 

BUPATI TANAH LAUT, 
 

    

 

ttd 
 

    

    

 

H.BAMBANG ALAMSYAH 
 

    

    

    

    

     
    

 
* Dokumen pendukung (Rekening Koran Kas Desa) 

   


